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PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGLIR] HULU
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DLCSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan kelenluan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang MNomor 32 Tahun 2004 bahwa Pemerintah desa terdiri atas
kepala desa dan perangkat desa, sedangkan Perangkat desz terdiri dari
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa maka ketentuan
lebih lanjut mengenai Pedomzn Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;

¢. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara
berdaya cuna dan berhasil guna perlu adanya pengaturan tentang
Pedoman Penyusunan Crganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pedoman Penyusunan Crganisasi dan Tata Kerja Pemerintahen Desa;

=

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Deerah
Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembeniukan Daerzh Otonom Kabupaten dzslam
Lingkungan Propins Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 2754);

2. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggearaan
Negara yang Bersik dari Korupsi, olusi dan Nepotisme (lembaran
Negara Reputblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Noumor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Fokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna,
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 4274);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NOmor 4389);

5. Undang-Undang..........._..



10.

12,

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daersh (Lembzran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Uncdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daersh menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Ncmor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Kauangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negzra Republix Irdoresia Tahun 2004 Momor 126,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 44383);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republi< Irdonesia Tehun 2005 Nomor 156,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Peryelenggarazn  FPemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Nega-a Republik Indoresia Nomar 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tertang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4741),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 30 Tahun 2006
tentang Tatz Cara Penyerahan  Urusan  Pemerintzhan
Kabupaten/Kota Kepada Desa,

. Peraturan Menteri Dalam Negerdi Ncomor 32 Tahun 2006

tentang Pedoman Administrasi Desa;

Peraturan Caerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 0L Tahun
2001 tentang Pembentukal, Susunan Organisasi dan Tata xerja
Pemerintah  Kabupaten [ndragii  Hulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKTI AN RAKYAT DAERAH KABUFATEN INDRAGIRI HULU

Meneatapkan

dan
BUFATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG FPEDOMAN  PENYUSUNAN
CRGANISAS] DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dasrah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adzlah Daerah Kabupaten Indragii Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Irdragiri Hulu.

3. Bupat ...
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(1)
(2)
(3)
(4)

(3)

(6)

(7)

Bupati adaleh Bupati Indragiri Hulu.

Dewan Perwakian Rakyat Daerah adalah Dewan Pzrwakllan Rakyat Deeran
Kabupaten Indragiri Huiu,

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
Camat adalah Kepala Kecamatan.

Desa atau disebut dengan nama lain, selanutnya disebut desa edalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan menourus kepentingan masya-aket setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Masional Negara Kesatuan Republik Indcnesia.

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemgarirtahan oeh pemerntah
desa dan 3adan Permusyawaratan Cesa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dar adat istiadat setempat
vang diakul dan dihormati dalam sisitim pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

remerintah Desa afau yarg cisebut dengan nama laln adalah Kepala Desa dan
perangkat desa sebagal unsur penyelenggara pemerintahan desz.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disingkat BPD adalah Lembaga yang merudakan oserwujudan demokrasi dalam
penyelenigya gan pemneinlalian desa scbagd wisw penyeleiggara Peneinlaban
Desa,

Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kzpaa Desa dalam pelaksanaan tugasnya
Peraturan Desa adalah Semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dusun adalah Bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kera.

BAE 11
SUSUMNAN CRGANISASI PEMERINTAHAM DESA

Pasal 2
Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa can BPO.
Pemerintah Desa terdiri dan Kepalz Desa dan Perangkat Desa.
Perangkat Desa terciri cari Sek-etaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
Perangkat Desa lainnyz terdiri dari :
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Teknis Lapangan;
c.  Unsur kewilayahan.
Sekretariat desa sebagaimana dmaksud pada ayat (4) huruf a dipimpin oleh
Sekretaris Desa dan dibantu oleh urusan yang tesdin dari urusan umum, urusan
pemerintahan, urusan pembangunan.
Urusan sebagamana diraksud pada aya: (5) 2erkedudukan sebagai unsur
pembantu sekretaris desa yang mempunyai tigas menjelankan kegialan secrelarial
desa sesual dengan hidangnya dan tiap-tiap unisan dijahat oleh secrang kepala
urusan.
Pelaksana teknis lzpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b vaitu
Patugas Desa atau petugas lainnya yang melakukan tugas tersentu dalam uruszn

agama, keamanan, pengairal, oertanian atau urusan laintya menurut adat
kebiasaal Desa setempat.

{8) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ adaleh Pembantu

(9)

Kepala Desa yang mengepalai suatu Kampung atau CusLn.

Nama dan jumlah perangkat de<a lainnya febagaimana dmaksud pada ayzt (4)
dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat,
setelah mendapat persstujuan Bupati.

{10) Susunan Crganisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dencan Pereturan Desa.
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BAB [II
PEMERINTAH DESA
Bagian Pertama
Tugas, Wewenang dan Kewszjiban Kepala Desa

Pasal 3
Kepala Desa mempunyai tujas menyelenggaraken urusan pemerintghan,
pembangunan dan kemasyarakaan.
Dalam melaksanzkan tugas setagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
Mempunyal wewenang :
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaskan yang

ditetapkan bersama B2D;

b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
menetapkan Peraturan Desa yang telah merdagat persetujuan bersama BPD;
menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengerai APR Desa
untuk cibahas dan ditetapkan bersama BPD;
membina kehidupan masyarakat Desa;
membina perekonomian Dess;
mengkoordinasikay pembangunan Desa secara partisipatif;
mewakli Cesanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menurjuk kuzsa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
I. melaksana<an wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
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Pasal 4
Dalam meaksanakan tugas dan wewenang sebagsimana dimaksud dalem Pasal 3
Kepala Desa mempuryai kewaiiban ;
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Urdarg-undang
Dasar Negarz Republlk Indonesia Tahun 1945 serta memoertahankan dan
memeihara keutLhar MNegara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakzt;

¢. memeihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. melaksanskan kehidupan demckrasi;

e. melaksanzkan prinsip teta Pemerintahzn Desa vang bersih dan hebas dari
Kolusi, Korupsi dan MNepotismre;

f. menjain hubungan kerja dengan seluruh mitra kera Pemenintahan Desa;

0. mentaati dan menegakkan caluruh peraturan perundarg-undangan;

h. menydenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i, melaksanzkan dan mempertanggungjawabkan pengelclaan keuangan Desa;

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;

1{. mendamaikan perselisinan masyarakat di Desa;

mengembangkan perdapatan masyarakat dan Desa;

m. membina, mengayoml dan melestarikan nilai-nilal sosial tudaya dar adat
istiadat:

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan

0. mengembangkan potensi sumber daya zlam dan melestarikan lingkungan
hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai

kewzjiban untuk memberikan laporen penyelenggaraan Pemerintahan Desa

kepada Bupati, memberiken laporan keterangan petanggung jawaban kepada

BPD, =erta menginformasican laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimena dimaksud pada ayat

(2) pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebanyak 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan ...
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Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagamana dimaksud
pada ayat (2] pasal ini disampaikan 1 (satu) kali dalam sau tahun dalam
musyawarzh BPD.

Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud paca ayat (2), dapat berupa selebaran vana
ditempelkan pada papan pengumuman atau dinformasikan secara lisan dalam
berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupat sebagai
dasar melakukan eveluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan
pembinaan leoih lanjut.

Laporan akhir masz jabatan Kepala Desa disampaikan kepadz Bupati melalui
Camat dan kepada BPD,

Pazal 5

Kepala Desa dilarang :

a.
b.

C.
d.

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

menjadi pengurus partai politik;

merngkap jadatan sebagal Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga
kemagyarakatan di Dasa bersangkutan;

merangkap jabatan ssbagal Anggota DPRD;

terlibat dalam kampanye Pemilhan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan
Kepala Deerah;

merugikan kepentingan umum, meresshkan sekelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lzin;

melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima vang, barang dan/atau jasa
dari pihak lain yang dapst mempengaruhi keputusan atau tindzkan yang akan
dilakukannya;

menyalahgunakan wewenang; dan

melanggar sumpah/janji jabatan

Bagian Kedua
Perangkat Desa

Pasal 6
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan
Daerah ini, bertuges membanty Kepale Desz dalam malzksanzkan tugas dan
wewenangnya
Dalam melaksanakan tugasnya, perangkst Desz bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.

Pasal 7
Sekretaris Desa diis deri Pegawal Neger Sipi yang memenuhi persyaratan,
yaitu
berpendidikan paling rendah lulusan SMJ atau sederajat;
mempunyai pencetahuan tentang teknis pemerintahan;
mempunyai kemampuan di tidang administrasi perkantoran;
mempunyal pengaloman d bidang administras keuangan dan dibidang
perencanaan;
memahami scsial budaya masyarakat setempat; dan
bersedia Lingual di Desa yang bersangkutan.
SEkretans Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggung jawab
membantu Kepala Desa dalem mengkoordinasiken, mengendalikan dan memimpin
serta mengawasi semua unsurfkegiatan Sekretariat Desa.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

Dalam melakeanakan fungsi cebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris

Desa mempunyai tugas

a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;

b. mengadakar kegiaton inventarisasi (mencatst, mengawasi dan memelihara)
kekavaan Desa;

c. melaksanakan  administrasi  kependudukan,  pembangunan  dan

kKemasyarakatan,

merumuskan program kegiatan Kesalz Desa;

menyusun rancangen APB Desa;

mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil

rapat;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa;

melaksanakan administrasi keuangan.

»pa
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Paszl 8

Kepala Urusan Umur membantu Sekretaris Desa dengan tugss :

a. Melaksanakan ata kearsipan dan pengendalian surat msuk dan keluar;

b. Mempersiapkan dan mercatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya;

¢. Memlethara, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan

kantor;
. Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan banguran [ain milik Desa;
. Pengelclaan administrasi kepegawaianaoarat desa;
Pencatatan inventarisasi <ekayaan desa,

. Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di Desa;

. Melaksanzkan tugas-tugas lain yang tidak diurus oleh urusen lainnya; dan
Tugas-tugas lain yana diberikan oleh atasan.

Kepala Urusan Keuangan m2mtbantu Sekretaris Desa dengan tugas :

a. Mengalah administrasi Keuangan Cesa, mempersiapkan data guna menyusun
rancangar APB Decza, Perubahan AFB Desa dan perhitungan APE Desa,
melaksznakan tata pembukuan secara teratur.

b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APB Desa, mempersiapkan s2cara pericdik
program kerje di bidang keuangan;

€. Menghitung dan menganggarkan besamya penghasilan dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa;

d. Membantu kelancaran pemasukan pendapatan Desa;

a. Memberikan :aran dan pertimbangan epada Sekretaris Desa sesuai dengan
bidang tugasnya.

f. Melaksanakar tugas dinzs lannya yang diberikan cleh Sekretaris Desa.

Kepala Urusan Pembangunen rrembantu Sekretaris Desa dengan tugas :

kegiatan ardm nistrasi pembangunan Desa;

. pencatatan hasil swadaya masyerakat dalam pembangunan desa;

menghimpun, menganalisa dan memelihara potensi desa;

. mencatat dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan Desa; dan

. tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Urusan Pemerintahan membantu Sekretaris Desa dengan tugas :

a. kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

b. kegiatan administrasi pertanahan;

C. peacatatan monografi desa;

d. keglatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil;

e, penyelengaraan buky administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Desa; dan

f. tugas-tugas lain yang diberikan oleh atzsan.

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Desa dengan tugas

a. mengadakan pencetatan pengurusan kematian, pendataan nikah, talak dan
rupuk;
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b. menyiapkan ...



(1)
(2)
(3)

b. menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan <egiatan gsnerasi
muda dan olah raga;
membantu mengatur penanganan karban bencana alam;
. melaksanakan administrasi dalam hidang social
. memberikab saran can pertimbangan kepade sekretaris desa sesuai dengan
bidang tugasnya;
melaksankan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh sekretaris desa.

® o
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Pasal 9

Perangkat Desa lainnys diang<at olen Kepala Desa darl penduduk Desa yang

bersangkutan.

Pengangkatan Perangkat Cesa sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapxan

dengan Keputusan Kepala Cesa.

Persyaratan yang narus dipenuhi deh calon perangkat Doss sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setla dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan
Pemerintah Repualik Indanesia;

C. berkelakuan baik, jujur, adll, cerdasdan berwibawa;

d. tidak perrah terlibat lanjsung atau tidak langsung delam suatu kegiatan yang
mengkhianati Negare Kesatuan Republik [ndonesia yang berdasarkan Panczsila
dan Undang-Undang Dasar 1945 dan atau kegiatan-kegiatan organisasi
terlarang lainnya;

e, tidak dicabut hak pilibnya berdaesarkan keputusan pengadilan veng telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. tidak permah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan

hukum paling singkat 5 (lima) tzhun;

terdafter sebagei pencuduk dan bertempa: tinggal tetap di Desa yang

bersangkutarn;

. sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun dan setirggi-tingginya 50 tahun;

sehat jasman dan rohan;

sekurarg-kurangnya berjazah/STTB SLTP atau sederajat.

b~

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang :

al
o.

c.

(1)

melangoar syarat-syarat vang ditentukan untuk menjadi perangkat Cesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini:

melakuken hal-hal yang depat menurunkan kehormatan asu martabat Negara,
Pemerintah Dasz dan masyarakat;

melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang merupzkan kewajiban
dan merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah
Desa dan masyarakat;

menyalahgunakan wewenana, bertindak  sewenang-wenang, meakikan
penyelewangan dar bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

melakukan perbuatzn yang bertentangan dengan norma-norma/adzt istiadat yvang
hidup dan berkembang dalam masyarzkat,

Pazal 11
Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepale Desa setelah mendapat
parsetujuan dari Badan Permusyawargtan Desa (BPD) karena :
a. meninggal dunia;
b  permintaan sendiri;

C. tdak Lo



C. tdak lagl memenuni salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Caerahini;

d. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepsrcayaan penduduk
Desa terhadap kepemimpinannya sebagai peiabat Pemerirtah Desa.

(2) Perang<at Desa yarg Dersikep dan betindak tidak adil, diskriminatif dan
mempersulit dalam memberikan  pelayaran kepada masyarakat, BFD dapat
mengusulkan pemberhentiannya kepada Kepala NDesa.

(3) Dalam hal jebatan perang<at Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk
perangkat Desa lzinnya untuk melaksanakan tugas perangkat Desa yang lcwong
tercebut dan selambat-lambatnya dalam joncka waktu & (enam) bulan harus
sudah dilakukan pengangkatan perangkat Desa yang baru.

(4) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut tindak pidana dan dalam proses
peradilan, dapat d berhentika sermentara setelah mendapat perselujuan BPD.

(5) Pemberhentian sementara sehagaimana dimaksud pada ayat (1) oasal ini
ditetapkan dergan Keputusar Kepala Desa.

(6) Selama perangkat Cesa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari
dilaksanakan cleh perang<at lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(7) Berdasarkan keputusan pengadilan yanc telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, mencabut keputusan
pemberhentian sementara perangkat Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan
kembali dalam hal yang hercanghkitan dinyatakan tidake bergalah, atau
diberhentikan dalam Fal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Bagian Ketiga
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Ferangkat Desa

Pasal 12

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasian tetzp setiap bulan dzn
atau tunjangan lainnya sesua dengan kemampuan keuangan Desa.

(2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dzn
perangkat Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap
tahun dalam APB Desa.

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini palirg sedikit
sama dengan upah minimuim reg unal Kabupaten.

BAS IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13
Femerntah Kebupaten dan Kemmatan wajlb membina dan mengawasi
penyelenygaraan Pemerintahan Desa dan embaga kemasyarakatan.

BAB V
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 14
(1) Hutungan Pemerinteh Da=sa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat
kexrmitraar, konsultatitf dan koordinatir.
(2) Hutungan Pemerntan Desz dengan lembaga kemasyarakatan Cesa bersifat
kemitraan, korsultatif dar koordinati®.



BAB V!
KETENTUAN PERALIHAN

Pesal 15
(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini t=tap berlaku sampei habis masa
jabatannya.
(2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa
jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Fal-ral yang belum diatur dalam Peraturan Daerah iri mengenai peraturan
pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memarintahkan pencundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
padatanggal % Mei 2090

BUPATI INDRAGIRT HULU,

ttd

Drs. H. R, THAMSIR RACHMAN, MM
Liundangkan di Rengat
padatanggal 5 Msl 2008

SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,

tid

Drs, H, AZHAR SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010078 794
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